
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4700);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor2755);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 avat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pernerintah
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025;

BUPATI BATANG HARI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR: 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

Merigingat

Menimbang



7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pe1aksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
1ndonesia Nomor 6801);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021
Nomor2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2017 Nomor4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16);

12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 14);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Satang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang mernimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
wewenang Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai urisur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Satang Han.

Pasal 1

KETENTUANUMUM

SABl

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN
ANGGARAN 2025.

KERJARENCANATENTANGBUPATIPERATURANMenetapkan

MEMUTUSKAN :

19. Peraturan Bupati Satang Hari Nomor 61 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Satang Hari Tahun 2023
Nomor61).

18. Peraturan Bupati Satang Hari Nomor 80 Tahun 2022
ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Satang Hari NomorTahun 2022
Nomor 80), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan
Bupati Satang Hari Nomor 43 Tahun 2023 tentang
perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 80
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Satang Han Tahun
2022 Nomor80);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Satang Hari Nomor 3 Tahun
2023 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Satang Hari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Satang Hari Tahun 2023 Nomor3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Satang Hari Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Satang
Hari Tahun 2022 Nomor 10);
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RKPDTahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2025 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal2

BABII

RENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pernerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya
disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Batang Han.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Batang Hari.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

10. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asurnsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum
disepakati dengan DPRD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang
tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

14. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima)tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di
lingkungan Pernerintah Daerah.
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(1) Dalam hal RKPD Tahun 2025 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
dapat diubah dalam tahun berjalan,

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan
menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk
menyusun Perubahan Rancangan APEDTahun 2025.

Bapperida menelaah kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan RKPDTahun 2025.

Pasa16

Pasa15

c. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah dan RKA-PD.

b. pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
dan

a. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang
dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat;

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai
berikut:

Pasal4

(3)Uraian secara rinei RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARANKONDISIDAERAH
BAB III KERANGKAEKONOMfDAERAHDANKEUANGANDAERAH
BAB IV SASARANDANPRIORITASPEMBANGUNANDAERAH
BAB V RENCANAKERJADANPENDANAANDAERAH
BAB VI KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHDAERAH
BAB VII PENUTUP

(2)RKPDTahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Pasa13

(1)RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya
pengembangan, pemeliharaan dan kesinambungan dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari
Tahun 2006-2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang berisi program-program
prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan
dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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(1) KepaJa Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan
atas pelaksanaan RKA-PDyang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan
indikator kinerja masing-masing program dan.' atau kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

(2) Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati
melalui Kepala Bapperida paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
triwulan yang berkenaan berakhir.

(3) Kepala Bapperida melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan selanjutnya rnenyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi
dan langkah yang diperlukan kepada Bupati.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai
bahan dalam penyusunan RKPDperiode tahun berikutnya.

(1) Penambahan program baru dalam RKPDdapat dilaksanakan setelah dilakukan
perubahan dan.' atau penambahan program dalam RPJMD.

(2) Dalam hal penarnbahan program barn sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
rnerupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pemerintah darr/atau perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tidak
perlu mengubah RPJMD.

(3) Penambahan Program/Kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan
perubahan dan zatau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah sebagai acuan penyusunan RKPD.

Pasa18

Pasa17
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MUHAMADAZAN
BERITA DAERAHKABUPATENBATANGHARI
NOMOR: \3 TAHUN 2024

Diundangkan di
Pada Tanggal
SEKRETARIs DAERAHKABUPA

I _,- .J
J.

Muara Bulian
01 -01- "107..'-1
EN BATANGHARI

MMADFADHILARIEF

Muara Bulian
0/- 01-2021

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa19
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